KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TUGAS AGUS PRIYO WALUYO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH
3. NHK : 115300
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/46 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 465.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 5.500.000
2. MOBIL, FORD FIESTA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

3. MOBIL, RENAULT KOLEOS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

360.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 125.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 400.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 778.014.059
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 3.569.014.059
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.569.014.059
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JOKO JUWIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 131772
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.395.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/100 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m2/330 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, WARISAN Rp. 650.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/74 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

4. Tanah Seluas 114 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.200.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 4.700.000

2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 6.500.000

3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA 2006 Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 85.000.000

4. MOTOR, HONDA GRAND ASTREA Tahun 1996, WARISAN Rp.

2.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 144.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 49.896.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 503.566.000
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 2.190.662.000

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.190.662.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2024

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DIDITH ANDREAS ANDIANA
2. Jabatan . KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK . 262744
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/114 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 1148 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/50 m2 di KAB / KOTA
GARUT, WARISAN Rp. 81.785.500
4. Tanah Seluas 247 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 70.074.828
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 146.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 7.200.000
3. MOTOR, HONDA B5DO2K29M2MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 17.100.000
4. MOTOR, KAWASAKI BJ175A Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
22.500.000
5. MOTOR, KTM KD 25 J M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

Status Verifikasi Administratif Lengkap

20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

751.860.328

212.800.000

443.829.600
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D. SURAT BERHARGA Rp. 85.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 289.277.831

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 1.782.767.759

. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.782.767.759
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANDY PARDEDE
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA
3. NHK 1 127491
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.314.874.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/68 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 392.874.000

2. Bangunan Seluas 22.64 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 472.000.000

3. Bangunan Seluas 37.45 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 515.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.0 V Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
270.000.000

2. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER 6P TREND IVT Tahun 2022,
HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 54.310.700

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 120.733.043

F. HARTA LAINNYA Rp. 135.186.058

Sub Total Rp. 2.140.103.801

. HUTANG Rp. 464.628.751

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.675.475.050
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SIGIT PRASETYO NUGROHO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 153506
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.100.800.000

1. Tanah Seluas 621 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp.
700.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.200.150.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.150.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. s

D. SURAT BERHARGA Rp. 100.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 55.206.145

F. HARTA LAINNYA Rp. 24.000.000

Sub Total Rp. 5.430.006.145

lll. HUTANG Rp. o

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.430.006.145
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAMAD NAHDI
2. Jabatan : KEPALA SUBDIREKTORAT KND Il
3. NHK . 755643
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/44 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/150 m2 di KAB / KOTA
CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000

1.475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 517.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
27.000.000
3.  MOBIL, SUZUKI BALENO HATCHBACK MINOR CHANGE Tahun
2023, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 192.391.903
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 2.219.391.903
. HUTANG Rp. 229.142.540
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.990.249.363
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BUDI SETIABUDI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI
3. NHK 1 966223
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.607.460.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/120 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.007.460.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 79.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA G Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 R Tahun 2005, HASIL SENDIRI

Rp. 4.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 185.300.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 46.494.900
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.509.622.900
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 3.427.877.800
lll. HUTANG Rp. o
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.427.877.800
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PAULUS AGUNG CW
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA
3. NHK . 475929
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.957.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 920.000.000

2. Tanah Seluas 495 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 260.000.000

3. Tanah Seluas 2675 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 277.500.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 1920 m2/750 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 9.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL

SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.705.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 95.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 2.115.705.000

. HUTANG Rp. =

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.115.705.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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